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KATA PENGANTAR 

 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 
penyertaanya telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami dapat 
melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022. 

Rencana Kerja (KERJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun 
dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA berfungsi untuk meriview hasil evaluasi 
pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan 
dan tahun berikutnya. 

Rencana Kerja Perubahan DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 
merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) 
Tahun 2020-2025 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang 
hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud. 
program dan Kegiatan pada Renja Perubahan 2022 ini mengacu pada Program dan 
Kegiatan dalam Renstra DPM-PTSP serta mengevaluasi Program dan Kegiatan yang 
telah berjalan pada tahun sebelumnya. 

Rencana Kerja Perubahan (RENJA 2022) disusun berdasarkan Permendagri 
Nomor 86 Tahun 2017 yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana 
indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui 
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Kepulauan Talaud tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi tentang 
kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan 
masyarakat. 
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1.1. LATAR BELAKANG 

Sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Undang-undang Nomor 

: 8 Tahun 2002, dan diresmikan pada tanggal 2 Juli 2002 menjadi satu Daerah yang Otonomi, 

maka usia Kabupaten Kepulauan Talaud berada pada usia 13 Tahun, tentu perkembangan 

tahun demi tahun Kabupaten Kepulauan Talaud sangatlah berarti bagi kesejahteraan 

masyarakat setelah lepas dari Kabupaten induk Sangihe. Secara geografis Kabupaten 

Kepulauan Talaud mempunyai potensi sumberdaya kelautan / perikanan dan pariwisata yang 

besar untuk pengembangan ekonomi Regional. Pemberlakuan Otonomi Daerah berdasarkan 

Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah memberikan implikasi kepada daerah untuk secara proaktif 

mengembangkan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah. 

Dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerihtahan 

Daerah pasal 12 ayat 2 dimana Penanaman Modal adalah salah satu urusan pemerintahan wajib 

yang harus dilaksanakan didaerah. Oleh karena itu secara terstruktur urusan penanaman modal 

menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan 

demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepualauan 

Talaud harus menjadi bagian penting dari penyelenggaraan perekonomian daerah dan 

ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan 

lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan (RENJA SKPD) adalah 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir 

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 5); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang tatacara pelaksanaan kerjasama 

daerah 

18. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
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19. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang 

penanaman modal; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman 

penyelenggaraan terpadu satu pintu; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan 

tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah; 

22. Surat Edaran Mendagri No.500/1191/V/BANGDA tanggal 8 juni 2009 tentang 

penyempurnaan panduan nasional tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan 

terpadu satu pintu; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan 

pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, 

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 tahun 2020 tentang Tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2020; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Berita Daerah 

Kabupaten  Kepulauan Talaud Tahun 2020 Nomor 3); 
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30. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud 

31. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,susunan 

organisasi. Tugas dan fungsi serta tata kerja Penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu Kabupaten Kepulauan Talaud. 

32. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Talaud. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Tersusunnya Renstra DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud maka diperlukan penjabaran 

sasaran-sasaran yang ada di rencana strategis kedalam implementasi program-program yang 

terintegrasi dengan rencana kerja tahunan atau yang disebut dengan Renja SKPD. 

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan 

Talaud Tahun 2020 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 

1. Sebagai pedoman bagi aparatur di unit kerja yang ada baik pada bidang dan sekretariat 

maupun bagi semua pegawai agar dapat mengetahui tugas pokok dan fungsinya untuk 

mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. 

2. Sebagai sarana untuk melaksanakan keterpaduan dan sinergitas pelaksanaan program dan 

kegiatan tahun 2020 dengan SKPD yang lain atau dalam unit kerja internal agar tercapai suatu 

koordinasi, sinkroninsasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

3. Dengan rencana kerja DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai tolak ukur kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya selama 

satu tahun perencanaan. 

 

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN 

DAFTAR ISI 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Landasan Hukum 
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C. Maksud dan Tujuan 

D. Sistematika Penulisan 

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Kajian 

(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) 

dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun 

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. 

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan 

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun 

sebelumnya.  

B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja 

yang sudah ditentukan IKK.  

C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Gambaran sejauh 

mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan 

pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan 

peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.  

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis 

kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan  dan 

penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting 

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.  

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku 

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan 

pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat 

Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.  

 

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN 

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  
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Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu 

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan 

sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daserah. 

C. Program dan Kegiatan 

Penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap 

rumusan program dan kegiatan  serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi 

program dan kegiatan.  

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB IV. P E N U T U P 

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya 

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-

kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN 

CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pada Renja Perubahan ini, sub bab ini menggambrkan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja OPD 

Semester I Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD Kajian (review) terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan Kinerja Semester I tahun 2022. 

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2022 Semester I 

Evaluasi capaian kinerja terhadap indikator sasaran strategis tahun 2022 terukur 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia adalah sbb: 

No Sasaran Strategis 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 
1 Meningkatkan kualitas 

promosi dan 
pemasaran potensi 
investasi di kabupaten 
kepulauan talaud 

Presentase viewer 
yang memberikan 
respon positif 
terhadap konten 
layanan promosi 
dan pemasaran 
potennsi investasi 

 
40% 

 
5,06% 

 
14% 

 
2 

Terciptanya Iklim 
Investasi yang 
Kondusif 

Presentase 
pertumbuhan izin 
yang diterbitkan 
tepat waktu 

 
91% 

 
32,73% 

 
62,55% 

Presentase 
penigkatan indeks 
kepuasan 
pelayanan kepada 
masyarakat (ikm) 

 
92% 

 
94,20% 

 

 
102,39% 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa pencapaian target 

kinerja sasaran untuk Kinerja : 

1. Capaian viewer yang memberikan respon positif terhadap konten layanan promosi dan 

pemasaran potennsi investasi sudah mencapai 14%, dari realisasi 5,06% dari target 

40%. 
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2. Capaian pertumbuhan izin yang diterbitkan tepat waktu sudah mencapai 62,55% dari 

realisasi 32,73% dan target 91%  

3. Capaian penigkatan indeks kepuasan pelayanan kepada masyarakat (IKM) dapat 

mencapai 102,39% dari realisasi 94,20% dan target 92%. 

 

Dari hasil evaluasi kinerja tersut di atas tentu saja terlaksana adanya dukungan 

anggaran pada program kegiatan. Evaluasi terhadap capaian output program kegiatan pada 

Semester I Tahun 2022 yang terdanai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sampai dengan 30 Juni 

2022 yang terealisasi untuk membiayai urusan wajib OPD saja atau untuk membiayai 

program kegiatan rutin kantor adalah sejumlah 5 (lima) Program, 8 (delapan) Kegiatan, dan 

15 (lima belas) Sub Kegiatan,  

 Adapun program/kegiatan yang terdanai yang mendukung kinerja Penanaman Modal  

melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk Tahun 2022 yang mendukung keberhasilan Kinerja 

hanya 2 Program dari 5 Program yaitu: 

1) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL pada Kegiatan enyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan 

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan 

Alokasi Anggaran sejumlah Rp 35.000.000 Sumber Dana DAU. 

2) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL pada Kegiatan 

engendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota dengan dukungan Sub Kegiatan: 

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, anggaran 

Rp100.000.000 Sumber Dana DAK; 

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Anggaran 

Rp150.000.000 Sumber Dana DAK; 
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3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Anggaran 

Rp 138.654.000 Sumber Dana DAK. 

 

2.1.1. Capaian Renstra DPM-PTSP Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPM-

PTSP tahun 2021 

Setelah mengalami perubahan pada RENSTRA 2020-2025, maka Indikator DPM-PTSP 

adalah sbb: Pertama Indikator Presentase viewer yang memberikan respon positif terhadap 

konten layanan promosi dan pemasaran potennsi investasi; Kedua Indikator Presentase 

pertumbuhan izin yang diterbitkan tepat waktu; ketiga Indikator Presentase penigkatan 

indeks kepuasan pelayanan kepada masyarakat (IKM). Adapun gambaran perubahan 

RENSTRA terlihat pada table di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

1 2 4 5 

Meningkatkan 
kualitas 
promosi dan 
pemasaran 
potensi 
investasi di 
kabupaten 
kepulauan 
talaud 

Presentase 
viewer yang 
memberikan 
respon positif 
terhadap konten 
layanan promosi 
dan pemasaran 
potennsi 
investasi 

Meningkatnya 
kemudahan 
regulasi 
investasi 

Jumlah 
Investor 
Berskala 
Nasional 
(PMA/PMDN) 

Terciptanya 
Iklim 
Investasi 
yang Kondusif 

Presentase 
pertumbuhan izin 
yang diterbitkan 
tepat waktu 

Meningkatnya 
Investasi 
Daerah. 

Jumlah Nilai 
Investasi 
Berskala 
Nasional 
(PMA/PMDN) 

Presentase 
penigkatan 
indeks kepuasan 
pelayanan 
kepada 
masyarakat 
(ikm) 

Meningkatnya 
akses 
pelayanan 
perijinan 

 

Presentase 
Perizinan 
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Adapun Capaian Renstra DPM-PTSP Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 

Renja DPM-PTSP semester I tahun 2022 adalah 

 

Dari table tersebut di atas tergambar bahwa: 

a. Capaian pada Indikator viewer yang memberikan respon positif terhadap konten layanan 

promosi dan pemasaran potennsi investasi mencapai 5,62% dari realisasi Semester I tahun 

2022 dengan target Renstra 2025 90%. 

b. Capaian target pada indikator pertumbuhan izin yang diterbitkan tepat waktu mencapai 

43,81% dari realisasi semester I tahun 2022 dengan target Renstra 2025 94%. 

c.  Capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat mencapai 106,16% dari realisasi semester 

I tahun 2022 94,20% dan target rData tersebut tergambar pada table di bawah ini: 

Adapun Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacuk pada tujuan dan sasaran Renstra 

DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud seperti dibawah ini : 

 

 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Tahun 2022 

Semeter I 

Tahun 

2025 

Capaian 

% 

Target Realisasi Target 

1 2 3 6 7 8  
1 Meningkatkan 

kualitas promosi 

dan pemasaran 

potensi investasi 
di kabupaten 

kepulauan talaud 

Presentase viewer 
yang memberikan 

respon positif 

terhadap konten 
layanan promosi dan 

pemasaran potennsi 
investasi 

 
 
 
40% 

 
 
 
5,06% 90% 5,62% 

2 Terciptanya Iklim  

Investasi yang 
Kondusif 

Presentase 

pertumbuhan izin 
yang diterbitkan 

tepat waktu 

 
 

91% 

 
 

32,73% 

 

 
94% 

 

 

34,81% 

Presentase 

penigkatan indeks 
kepuasan pelayanan 

kepada masyarakat 

(ikm) 

 
92% 

 
94,20% 

 

 
100% 

 
 

106,16% 
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Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Dan Program/Kegiatan  

Indikator 
Kinerja Program 

(outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Renstra Perangkat 
Daerah) Tahun 2022 

Realisasi 
Target Kinerja 

Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan tahun 
2019 (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan 

Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 

Target 
program dan 

kegiatan 
2022 (Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian 

Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2020 
(n-2) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2020 
(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun 
berjalan 

2022 (tahun 
n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

  3   4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

URUSAN WAJIB TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

                    

PROGRAM                    
PENUNJANG                   
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

                    

Perencanaan, 
Penganggaran, dan  
Evaluasi 
Kinerja Perangkat  
Daerah 

                    

Penyusunan   Dokumen    
Perencanaan   Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Koordinasi     dan     
Penyusunan Dokumen     
RKA-SKPD 

Jumlah  Dokumen  RKA-
SKPD  dan  Laporan  
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Koordinasi          dan          
Penyusunan          
Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

Jumlah    Dokumen    
Perubahan    RKA-SKPD    
dan Laporan  Hasil  
Koordinasi  

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 
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Penyusunan  Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-SKPD 

Jumlah  Dokumen  DPA-
SKPD  dan  Laporan  
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
DPA-SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Koordinasi    dan    
Penyusunan    Perubahan    
DPA- SKPD 

Jumlah    Dokumen    
Perubahan    DPA-SKPD    
dan Laporan  Hasil  
Koordinasi  
Penyusunan  Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Koordinasi    dan    
Penyusunan    Laporan    
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar  Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah   Laporan   
Capaian   Kinerja   dan   
Ikhtisar Realisasi     
Kinerja     SKPD     dan     
Laporan     Hasil 
Koordinasi  
Penyusunan  Laporan  
Capaian  Kinerja dan 
Ikhtisar  Realisasi 
Kinerja SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat  Daerah 

Jumlah     Laporan     
Evaluasi     Kinerja     
Perangkat 
Daerah 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Administrasi Keuangan 
Perangkat  Daerah 

                    

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah      Orang      yang      
Menerima      Gaji      dan 
Tunjangan ASN 

17% Rp3,500,00
0,000 

 
1,983,614,02

0.00  

  
1,546,030,6

82.00  

  
1,545,980,6

82.00  

99.997    
3,248,859,9

52.00  

  
3,237,983,3
99.00  

129.87 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Penyediaan  
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

20% Rp25,000,0
00 

       
24,415,000.0

0  

        
31,050,000.

00  

        
30,547,800.

00  

98.383          
14,230,000.

00  

        
14,218,500.
00  

56.92 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah          Dokumen          
Penatausahaan          dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 
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Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

Jumlah   Dokumen   
Koordinasi   dan   
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Koordinasi   dan   
Penyusunan   Laporan   
Keuangan Akhir  Tahun 
SKPD 

Jumlah   Laporan   
Keuangan   Akhir   
Tahun   SKPD dan     
Laporan     Hasil      
Koordinasi     
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir  Tahun 
SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Pengelolaan    dan    
Penyiapan    Bahan    
Tanggapan Pemeriksaan 

Jumlah           Dokumen           
Bahan           Tanggapan 
Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut  
Pemeriksaan 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Koordinasi   dan   
Penyusunan   Laporan   
Keuangan Bulanan/  
Triwulanan/  Semesteran 
SKPD 

Jumlah           Laporan           
Keuangan           
Bulanan/ Triwulanan/    
Semesteran    SKPD    
dan    Laporan 
Koordinasi      
Penyusunan      Laporan      
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Penyusunan    Pelaporan    
dan    Analisis    Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Jumlah      Dokumen      
Pelaporan      dan      
Analisis 
Prognosis Realisasi 
Anggaran 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Administrasi       Barang       
Milik       Daerah       pada 
Perangkat  Daerah 

  20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Penyusunan     
Perencanaan     
Kebutuhan     BarangMilik 
Daerah SKPD 

Jumlah      Rencana      
Kebutuhan      Barang      
Milik Daerah SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Pengamanan Barang  
Milik Daerah SKPD 

Jumlah    Dokumen    
Pengamanan    Barang    
Milik Daerah SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 
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Koordinasi   dan   
Penilaian   Barang   Milik   
Daerah SKPD 

Jumlah   Laporan    Hasil   
Penilaian   Barang   
Milik 
Daerah   dan   Hasil   
Koordinasi   Penilaian   
Barang Milik Daerah 
SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Pembinaan,      
Pengawasan,      dan      
Pengendalian Barang  
Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah  Laporan  Hasil  
Pembinaan,  
Pengawasan, 
dan    Pengendalian    
Barang    Milik    Daerah    
pada SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Rekonsiliasi    dan   
Penyusunan    Laporan   
Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

Jumlah   Laporan   
Rekonsiliasi   dan   
Penyusunan Laporan 
Barang  Milik Daerah 
pada SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Penatausahaan Barang  
Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah    Laporan    
Penatausahaan    
Barang    Milik 
Daerah pada SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Pemanfaatan Barang  
Milik Daerah SKPD 

Jumlah    Dokumen    
Hasil    Pemanfaatan    
Barang 
Milik Daerah SKPD 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Administrasi 
Kepegawaian Perangkat  
Daerah 

                    

Peningkatan     Sarana     
dan     Prasarana     
Disiplin 
Pegawai 

Jumlah  Unit  
Peningkatan  Sarana  
dan  Prasarana 
Disiplin Pegawai 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Pengadaan      Pakaian      
Dinas      beserta      
Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah    Paket    
Pakaian    Dinas    
beserta    Atribut 
Kelengkapan 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Pendataan         dan         
Pengolahan        
Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah    Dokumen    
Pendataan    dan    
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 
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Koordinasi    dan    
Pelaksanaan    Sistem    
Informasi Kepegawaian 

Jumlah       Dokumen       
Hasil       Koordinasi       
dan Pelaksanaaan 
Sistem  Informasi 
Kepegawaian 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Monitoring,     Evaluasi,     
dan     Penilaian     Kinerja 
Pegawai 

Jumlah     Dokumen     
Monitoring,     Evaluasi,     
dan 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Pendidikan   dan   
Pelatihan   Pegawai   
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 

Jumlah  Pegawai  
Berdasarkan  Tugas  
dan  Fungsi yang  
Mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah      Orang      yang      
Mengikuti      Sosialisasi 
Peraturan Perundang-
Undangan 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Bimbingan       Teknis       
Implementasi       
Peraturan Perundang-
Undangan 

Jumlah  Orang  yang  
Mengikuti  Bimbingan  
Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-
Undangan 

20% Rp25,000,0
00 

       
30,533,677.0

0  

          0.00 

Administrasi Umum 
Perangkat  Daerah 

                    

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah             Paket             
Komponen             
Instalasi 
Listrik/Penerangan      
Bangunan      Kantor      
yang Disediakan 

13% Rp15,000,0
00 

         
5,892,700.00  

          
4,000,000.0
0  

          
3,998,000.0
0  

          
99.95  

0                                  
-  

0.00 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah      Paket      
Peralatan      dan      
Perlengkapan 
Kantor yang  
Disediakan 

13% Rp50,000,0
00 

       
46,706,000.0
0  

          0.00 

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Jumlah    Paket    
Peralatan    Rumah    
Tangga    yang 
Disediakan 

10% Rp15,000,0
00 

       
27,246,000.0
0  

        
33,748,000.
00  

        
33,748,000.
00  

        
100.00  

1,508,000                 
1,504,800  

10.05 
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Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah     Paket     Bahan     
Logistik     Kantor     
yang 
Disediakan 

2% Rp8,500,00
0 

       
39,702,000.0
0  

        
50,650,000.
00  

        
48,612,000.
00  

          
95.98  

20,975,000              
20,975,000  

24.68 

Penyediaan Barang  
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah  Paket  Barang  
Cetakan  dan  
Penggandaanyang  
Disediakan 

11% Rp15,000,0
00 

       
14,033,700.0
0  

        
17,850,000.
00  

        
16,298,500.
00  

          
91.31  

5,732,600                 
5,714,600  

38.22 

Penyediaan      Bahan      
Bacaan      dan      
Peraturan Perundang-
undangan 

Jumlah  Dokumen  
Bahan  Bacaan  dan  
Peraturan Perundang-
Undangan yang  
Disediakan 

13% Rp15,000,0
00 

            0.00 

Penyediaan 
Bahan/Material 

Jumlah Paket  
Bahan/Material yang  
Disediakan 

13% Rp15,000,0
00 

            0.00 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

13% Rp15,000,0
00 

            0.00 

Penyelenggaraan          
Rapat          Koordinasi          
dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah         Laporan         
Penyelenggaraan        
Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

17% Rp200,000,
000 

    
427,317,700.
00  

      
205,882,50
0.00  

     
270,101,97
6.00  

        
131.19  

144,070,000            
143,133,535  

96.05 

Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Jumlah  Dokumen  
Penatausahaan  Arsip  
Dinamis 
pada SKPD 

13% Rp15,000,0
00 

            0.00 

Dukungan    Pelaksanaan    
Sistem    Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

Jumlah       Dokumen       
Dukungan       
Pelaksanaan 
Sistem   Pemerintahan   
Berbasis   Elektronik   
pada SKPD 

20% Rp150,000,
000 

            0.00 

Pengadaan     Barang     
Milik     Daerah     
Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

                    

Pengadaan    Kendaraan    
Perorangan    Dinas    atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah  Unit  
Kendaraan  Perorangan  
Dinas  atau Kendaraan 

0% Rp0         
283,031,55
1.00  

     
283,000,00
0.00  

          
99.99  

0                                  
-  

#DIV/0! 
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Dinas Jabatan yang  
Disediakan 

Pengadaan   Kendaraan   
Dinas   Operasional   
atauLapangan 

Jumlah  Unit  
Kendaraan  Dinas  
Operasional  
atauLapangan yang  
Disediakan 

100% Rp500,000,
000 

        0   #DIV/0! 

Pengadaan Mebel Jumlah Paket  Mebel 
yang  Disediakan 

20% Rp15,000,0
00 

                              
-    

          0.00 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah  Unit  Peralatan  
dan  Mesin  Lainnya  
yang Disediakan 

20% Rp50,000,0
00 

    
100,604,000.
00  

        
94,436,244.
00  

        
92,725,000.
00  

          
98.19  

    0.00 

Pengadaan Aset  Tetap 
Lainnya 

Jumlah Unit  Aset  Tetap 
Lainnya yang  
Disediakan 

20% Rp50,000,0
00 

            0.00 

Pengadaan     Gedung     
Kantor     atau     
Bangunan Lainnya 

Jumlah    Unit    Gedung    
Kantor    atau    
Bangunan 
Lainnya yang  
Disediakan 

36% Rp5,000,00
0,000 

                              
-    

        
70,319,900.
00  

        
70,319,900.
00  

        
100.00  

0                                  
-  

0.00 

Pengadaan      Sarana      
dan      Prasarana      
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah    Unit    Sarana    
dan    Prasarana    
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang  
Disediakan 

20% Rp250,000,
000 

            0.00 

Pengadaan    Sarana    dan    
Prasarana    Pendukung 
Gedung  Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah  Unit  Sarana  
dan  Prasarana  
Pendukung Gedung    
Kantor   atau   
Bangunan   Lainnya   
yang 
Disediakan 

20% Rp250,000,
000 

    
100,523,500.
00  

      0                                  
-  

0.00 

Penyediaan            Jasa            
Penunjang            Urusan 
Pemerintahan Daerah 

                    

Penyediaan Jasa Surat  
Menyurat 

Jumlah       Laporan       
Penyediaan       Jasa       
Surat 
Menyurat 

0% Rp0             #DIV/0! 

Penyediaan  Jasa  
Komunikasi,  Sumber  
Daya  Air dan Listrik 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Komunikasi, Sumber  

0% Rp15,000,0
00 

       
70,373,000.0
0  

        
12,000,000.
00  

        
10,601,300.
00  

          
88.34  

4,353,000                 
4,120,750  

29.02 
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Daya Air  dan Listrik 
yang  Disediakan 

Penyediaan    Jasa    
Peralatan    dan    
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Peralatan  dan 
Perlengkapan Kantor 
yang  Disediakan 

20% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah    Laporan    
Penyediaan    Jasa    
Pelayanan 
Umum Kantor yang  
Disediakan 

15% Rp288,000,
000 

    
133,750,200.
00  

      
193,278,00
0.00  

     
188,028,00
0.00  

          
97.28  

151,600,000            
150,100,000  

75.80 

Pemeliharaan   Barang    
Milik   Daerah   Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

                    

Penyediaan           Jasa           
Pemeliharaan,           Biaya 
Pemeliharaan,  dan  Pajak  
Kendaraan  Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah     Kendaraan     
Perorangan     Dinas     
atau Kendaraan   Dinas   
Jabatan   yang   
Dipelihara   dan 
dibayarkan Pajaknya 

17% Rp85,000,0
00 

       
14,000,000.0
0  

        
57,538,800.
00  

        
55,731,000.
00  

          
96.86  

22,323,440              
22,320,000  

29.76 

Penyediaan           Jasa           
Pemeliharaan,           Biaya 
Pemeliharaan,    Pajak   
dan   Perizinan   
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah     Kendaraan     
Dinas     Operasional     
atau Lapangan  yang  
Dipelihara  dan  
dibayarkan  Pajak dan 
Perizinannya 

19% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang  
Dipelihara 

19% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah     Peralatan     
dan     Mesin     Lainnya     
yang 
Dipelihara 

19% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Pemeliharaan Aset  Tetap 
Lainnya 

Jumlah Aset  Tetap 
Lainnya yang  
Dipelihara 

20% Rp350,000,
000 

            0.00 

Pemeliharaan Aset  Tak 
Berwujud 

Jumlah Aset  Tak 
Berwujud yang  
Dipelihara 

21% Rp750,000,
000 

            0.00 
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Pemeliharaan/Rehabilitas
i    Gedung    Kantor    dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah  Gedung  Kantor  
dan   Bangunan  
Lainnya 
yang  
Dipelihara/Direhabilita
si 

7% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Pemeliharaan/Rehabilitas
i  Sarana  dan  Prasarana 
Gedung  Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah   Sarana   dan   
Prasarana   Gedung   
Kantor atau                 
Bangunan                 
Lainnya                 yang 
Dipelihara/Direhabilita
si 

7% Rp25,000,0
00 

            0.00 

Pemeliharaan/Rehabilitas
i  Sarana  dan  Prasarana 
Pendukung     Gedung     
Kantor     atau    Bangunan 
Lainnya 

Jumlah      Sarana      dan      
Prasarana     Pendukung 
Gedung    Kantor   atau   
Bangunan   Lainnya   
yang 
Dipelihara/Direhabilita
si 

20% Rp25,000,0
00 

       
44,993,400.0
0  

          0.00 

URUSAN  
PEMERINTAHAN  
BIDANG  PENANAMAN 
MODAL 

                    

PROGRAM                 
PENGEMBANGAN                 
IKLIM 
PENANAMAN MODAL 

                    

Penetapan  Pemberian  
Fasilitas/Insentif  
Dibidang Penanaman    
Modal    yang    Menjadi    
KewenanganDaerah 
Kabupaten/Kota 

                    

Penetapan         Kebijakan         
Daerah         Mengenai 
Pemberian     
Fasilitas/Insentif     dan     
Kemudahan Penanaman 
Modal 

Jumlah       Peraturan       
Daerah/Provinsi       
dalam 
Pemberian     
Fasilitas/Insentif     dan     
Kemudahan 
Penanaman Modal 

20% Rp750,000,
000 

            0.00 
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Evaluasi                     
Pelaksanaan                     
Pemberian 
Fasilitas/Insentif    dan    
Kemudahan    Penanaman 
Modal 

Jumlah  Kegiatan  Usaha  
dari  Pelaku  Usaha  
yang Memperoleh   
Insentif   dan   
Kemudahan   Berusaha 
di Daerah 

20% Rp500,000,
000 

          
72,543,580.
00  

        
72,450,000.
00  

          
99.87  

    0.00 

Pembuatan              Peta              
Potensi              Investasi 
Kabupaten/Kota 

                    

Penyusunan  Rencana  
Umum  Penanaman  
Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah     Peraturan     
Daerah     (Perda)     
Rencana Umum             
Penanaman              
Modal             Daerah 
Kabupaten/Kota 

0%               #DIV/0! 

Penyediaan    Peta    
Potensi    dan    Peluang    
Usaha 
Kabupaten/Kota 

Jumlah     Peta     Potensi     
Investasi     dan     
Peluang 
Usaha Kabupaten/Kota 

16% Rp350,000,
000 

        
146,327,00
0.00  

     
141,179,20
0.00  

          
96.48  

    0.00 

PROGRAM  PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 

                    

Penyelenggaraan     
Promosi     Penanaman     
Modal yang             
Menjadi             
Kewenangan  Daerah 
Kabupaten/Kota 

                    

Penyusunan Strategi 
Promosi Penanaman 
Modal 

Jumlah      Peraturan      
Daerah      yang      
Mengatur 
Promosi        
Penanaman         Modal        
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

20% Rp350,000,
000 

            0.00 

Pelaksanaan       Kegiatan       
Promosi       Penanaman 
Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah      Dokumen      
Hasil      Kegiatan      
Promosi 
Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota 

21% Rp750,000,
000 

    
148,900,250.
00  

                               
-    

                               
-    

  0                                  
-  

0.00 

PROGRAM  PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL 
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Pelayanan   Perizinan   
dan   Non   Perizinan   
Secara Terpadu  Satu  
Pintu  dibidang  
Penanaman  Modal yang   
Menjadi   Kewenangan   
Daerah   Kabupaten/Kota 

                    

Penyediaan    Pelayanan    
Terpadu    Perizinan    dan 
Nonperizinan        
Berbasis        Sistem        
Pelayanan Perizinan         
Berusaha         
Terintegrasi         Secara 
Elektronik 

Jumlah      Pelaku      
Usaha      yang      
Mendapatkan 
Pelayanan  Terpadu  
Perizinan  dan  Non  
Perizinan Berbasis   
Sistem   Pelayanan   
Perizinan   Berusaha 
Terintegrasi Secara 
Elektronik 

20% Rp750,000,
000 

        
211,263,00
0.00  

     
199,419,00
0.00  

          
94.39  

10,050,000              
10,000,000  

1.34 

Pemantauan    
Pemenuhan    Komitmen    
Perizinan dan Non 
Perizinan Penanaman 
Modal 

Jumlah  Kegiatan  Usaha  
dari  Pelaku  Usaha  
yang Mendapat    
Pemantauan    
Pemenuhan    
Komitmen Perizinan        
Berusaha        dan        
Non        Perizinan 
Penanaman Modal 

20% Rp500,000,
000 

            0.00 

Penyediaan  Layanan  
Konsultasi  dan  
Pengelolaan Pengaduan      
Masyarakat      Terhadap      
Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan Non 
Perizinan 

Jumlah      Orang      yang      
Memperoleh      
Layanan Konsultasi         
dan         Terkelolanya         
Pengaduan Masyarakat        
Terhadap        Pelayanan        
Terpadu 
Perizinan dan Non 
Perizinan 

20% Rp250,000,
000 

    
251,498,233.
00  

      
211,263,00
0.00  

     
199,419,00
0.00  

          
94.39  

    0.00 

Koordinasi          dan         
Sinkronisasi         
Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif  Daerah 

Jumlah  Kegiatan  Usaha  
dari  Pelaku  Usaha  
yang Melakukan         
Koordinasi         dan         
Sinkronisasi Penetapan 
Pemberian 

20% Rp300,000,
000 

    
168,497,000.
00  

        
64,728,300.
00  

        
57,219,500.
00  

          
88.40  

    0.00 
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Fasilitas/Insentif  
Daerah 

PROGRAM        
PENGENDALIAN        
PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL 

                    

Pengendalian     
Pelaksanaan     
Penanaman     Modal yang             
Menjadi             
Kewenangan             
Daerah 
Kabupaten/Kota 

                    

Koordinasi        dan        
Sinkronisasi        
Pemantauan Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Jumlah  Kegiatan  Usaha  
dari  Pelaku  Usaha  
yang Melakukan         
Koordinasi         dan         
Sinkronisasi 
Pemantauan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

20% Rp300,000,
000 

       
98,073,325.0
0  

      53,210,000              
53,209,740  

17.74 

Koordinasi         dan         
Sinkronisasi         
Pembinaan Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Jumlah      Pelaku      
Usaha      yang      
Mendapatkan 
Pembinaan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

20% Rp300,000,
000 

        215,390,000            
214,930,000  

71.80 

Koordinasi        dan        
Sinkronisasi        
Pengawasan Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Jumlah  Kegiatan  Usaha  
dari  Pelaku  Usaha  
yang Melakukan         
Koordinasi         dan         
Sinkronisasi 
Pengawasan 

20% Rp300,000,
000 

       
96,342,200.0
0  

        
71,259,000.
00  

        
71,213,000.
00  

          
99.94  

98,840,200              
98,634,000  

32.95 

PROGRAM   
PENGELOLAAN   DATA   
DAN   SISTEM 
INFORMASI PENANAMAN 
MODAL 

                    

Pengelolaan   Data   dan   
Informasi   Perizinan   dan 
Non   Perizinan   yang   
Terintegrasi   pada   
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Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengolahan,    Penyajian    
dan    Pemanfaatan    Data 
dan     Informasi     
Perizinan     dan     Non     
Perizinan Berbasis   
Sistem   Pelayanan   
Perizinan   Berusaha 
Terintegrasi Secara 
Elektronik 

Jumlah   Data   dan   
Informasi   Perizinan   
dan   Non Perizinan   
Berbasis   Sistem   
Pelayanan   Perizinan 
Berusaha    Terintegrasi    
Secara    Elektronik    
yang Diolah,  Dikaji dan 
Dimanfaatkan 

21% Rp350,000,
000 

          
77,887,000.
00  

        
77,486,000.
00  

          
99.49  

5,000,000                 
4,620,000  

1.67 

  Jumlah   18,291,500,
000 

3,827,015,90
5 

3,455,086,5
57 

3,468,077,8
58 

100.3760
1 

3,996,142,1
92 

3,981,464,3
24 

30.52 
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2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Pengukuran capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran 

strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi maka perlu 

dilakukan analisa capaian kinerja. Sasaran Strategis organisasi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Perubahan pada Tahun 2021 adalah : 

Presentase viewer yang memberikan respon positif terhadap konten layanan promosi dan 

pemasaran potennsi investasi; Presentase pertumbuhan izin yang diterbitkan tepat 

waktu; Presentase penigkatan indeks kepuasan pelayanan kepada masyarakat (IKM). 

Selanjutnya melalui perjanjian kinerja maka komitmen dan kesepakatan antara 

penerima tugas dan pemberi tugas dapat terwujud yang ditandai dengan capaian kinerja 

terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, maka 

capaian kinerja yang dicapai tergambar dalam table berikut: 

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu sastu Pintu (DPM-PTSP) sesuai dengan perencanaan RPJMD dapat dilihat 

pada Tabel T-C.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kepulauan  Talaud. 

 

Tabel T-C.30 

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN  TALAUD 

              

No  Indikator 
SPM/stan 

dar 
nasional 

IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah 
Realisasi Capaian Tahun 

2022 
Proyeksi 

Catatan 
Analisis 

Tahun 
2020 

(thn n-2) 

Tahun 
2021 
(thn 
n-1) 

Tahun 
2022 
(tnn 
n) 

Tahun 
2023 
(thn 
n+1 

Triw 
I 

Triw II Triw II 

Tahun 
2022 
(tnn 
n) 

Tahun 
2023 
(thn 
n+1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 

1 

Presentase 
viewer yang 
memberikan 
respon positif 
terhadap konten 
layanan promosi 
dan pemasaran 
potennsi investasi 

    3% 10% 40% 60% 0 5,06% 15,30% 40% 60% 

Dengan adanya 
perbaikan jaringan 
internet di daerah akan 
berpeluang pesat pada 
Peningkatan Promosi 
Potensi Investasi lewat 
Media 

2 

Presentase 
pertumbuhan izin 
yang diterbitkan 
tepat waktu 

    55% 90% 91% 92% 0 32,73% 84,10% 92% 92% 

Perbaikan Infrastruktur 
Jaringan menjadikan 
pelayanan semakin 
cepat  dan dukungan 
anggaran DAK 
Pemerintah dalam 
pelaksanaan Inovasi 
layanan daerah maka 
sosialisasi pelayanaan 
perizinan terus 
dilakukan,  

3 

Presentase 
penigkatan indeks 
kepuasan 
pelayanan kepada 
masyarakat (IKM) 

    85% 90% 92% 95% 0 94,20% 94,20% 95% 95% 

Tingkat Penilaian dan 
kepercayaan 
masyarakat semakin 
meningkat maka tingkat 
kepuasan pelayanan 
meningkat. 
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Pada table tersebut menggambarkan terdapat 3 (tiga) indikator yang di evaluasi. 

Sampai pada tahun 2022 adalah: 

1. Presentase viewer yang memberikan respon positif terhadap konten layanan 

promosi dan pemasaran potennsi investasi di prediksikan akan meningkat karena 

Dengan adanya perbaikan jaringan internet di daerah akan berpeluang pesat pada 

Peningkatan Promosi Potensi Investasi lewat Media 

2. Presentase pertumbuhan izin yang diterbitkan tepat waktu akan terus meninkat 

karena Perbaikan Infrastruktur Jaringan menjadikan pelayanan semakin cepat  dan 

dukungan anggaran DAK Pemerintah dalam pelaksanaan Inovasi layanan daerah 

maka sosialisasi pelayanaan perizinan terus dilakukan, 

3. Presentase penigkatan indeks kepuasan pelayanan kepada masyarakat (IKM) 

akan mencapai target karena Tingkat Penilaian dan kepercayaan masyarakat 

semakin meningkat maka tingkat kepuasan pelayanan meningkat. 

 

1.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI DPM-PTSP 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan 

Talaud mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi Kewenangan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu  dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten. Untuk 

penyelenggaraan tugas dimaksudkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai fungsi sebagai sebagai 

berikut : 

a. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

d. Pelaksanaan administrasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Terkait dengan hal tersebut, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Talaud 

dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 

2022, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap masalah dan 

kendala faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi 

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yaitu: 

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang terlatih di Bidang Penanaman Modal dan 

Layanan PTSP 



34 | R E N J A  P E R U B A H A N  D P M - P T S P  T A .  2 0 2 2  
 

2. Penyediaan fasilitas Internet dan peningkatan system informasi Penanaman Modal dan 

PTSP yang dapat dijangkau oleh seluruh pelaku usaha se Kabupaten Kepulauan 

Talaud; 

3. Peningkatan regulasi investasi di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengelolah 

potensi lokal dan menciptakan iklim investasi bisnis; 

4. Meningkatkan pelayanan publik baik perizinan dan non perizinan dengan 

mengembangkan system berbasis teknologi informasi; 

5. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal Daerah; 

 

1.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup 

perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka 

ekonomi daerah, program prioritas pembanguan daerah, rencana kerja, pendanaan dan 

prakiraan maju. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi 

ekonomi, kemampuan pendanaan, dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 

2 (dua) tahun sebelumnya. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-

program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar dan pencapaian keadilan 

yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. 

Sedangkan rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan 

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, 

memuat program dan kegiatan pembanguan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk 

tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2022 berkaitan dengan program 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Rumusan kebutuhan 

program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak 

ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan yang tertuang dalan RKPD DPP-PTSP 

Kabupaten Kepulauan Talaud di muat dalam tabel T.C 31
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Tabel T-C.31. 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022  

Kabupaten kepulauan Talaud 
                 

Nama Perangkat Daerah: DPM-PTSP             
                 

No 

        Rancangan Awal RKPD 

Program/ 
Kegiatan 

Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting 

Program/ Kegiatan Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Pagu indikatif 
(Rp.000) 

Lokasi 
Indikator 
kinerja 

Target 
capaian 

Kebutuhan 
Dana 

(Rp.000) 

 

    
PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN         

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN           

      

Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah       

         
100,000,000  

  

Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah       

     100,000,000  
  

        

Penyusunan Renstra 
dan Renja Perangkat 
Daerah 

Melonguane 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 

3  Dokumen  
           

50,000,000  
    

Penyusunan Renstra 
dan Renja Perangkat 
Daerah 

Melonguane 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 

3  Dokumen         50,000,000  
  

        

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Melonguane 
penyusunan Dokumen 
Laporan DPM-PTSP  

2 Dokumen  
           

50,000,000  
    

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Melonguane 
penyusunan Dokumen 
Laporan DPM-PTSP  

2 Dokumen         50,000,000  
  

      Administrasi Keuangan   
    

     
2,034,115,020    Administrasi Keuangan   

     2,034,115,020  
  

      

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Melonguane 
Pembayaran gaji dan 
tunjangn ASN 

25 ASN 
     

1,984,115,020    

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Melonguane 
Pembayaran gaji dan 
tunjangn ASN 

25 ASN  1,984,115,020  
  

      

Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Iktisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Melonguane 
Penyusunan Laporan 
akuntabilitas dan Lap. 
Keuangan 

6 Dokumen 
           

50,000,000  

  

Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Iktisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Melonguane 
Penyusunan Laporan 
akuntabilitas dan Lap. 
Keuangan 

6 Dokumen        50,000,000  

  

        

KEGIATAN 
ADMINISTRASI 
UMUM 

      1,027,000,000 
    

KEGIATAN 
ADMINISTRASI 
UMUM 

      1,027,000,000 
  

        

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Melonguane 
Tersedianya Jasa 
Internet, Air dan Listrik 

100,000 Gb, 
P1.2200 VA / 
Bulan 

15,600,000 

    

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Melonguane 
Tersedianya Jasa 
Internet, Air dan Listrik 

100,000 Gb, 
P1.2200 VA / 
Bulan 

15,600,000 
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Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Melonguane 

Terlaksananya Servis 
Kendaraan 
Mobil/Motor, 
Tersedianya BBM, 
Tersedianya 
Sukucadang Motor  

1 Unit Mobil, 
4 Unit Motor, 
50.000 liter, 
5 Unit 
sukucadang 

60,000,000 

    

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Melonguane 

Terlaksananya Servis 
Kendaraan 
Mobil/Motor, 
Tersedianya BBM, 
Tersedianya 
Sukucadang Motor  

1 Unit Mobil, 
4 Unit Motor, 
50.000 liter, 
5 Unit 
sukucadang 

60,000,000 

  

        

Penyediaan Jasa 
Administrasi 
Keuangan 

Melonguane Tersedianya THL    16 Orang 198,798,000 
    

Penyediaan Jasa 
Administrasi 
Keuangan 

Melonguane Tersedianya THL    16 Orang 198,798,000 
  

        

Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor 

Melonguane 

Tersedianya THL 
Kebersihan, 
Tersdianya Alat 
Pembersih 

2 Org THL, 
52 Buah  

30,000,000 

    

Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor 

Melonguane 

Tersedianya THL 
Kebersihan, 
Tersdianya Alat 
Pembersih 

2 Org THL, 
52 Buah  

30,000,000 

  

        

Penyediaan Jasa 
Perbaikan Peralatan 
Kerja 

Melonguane 
Perbaikan Printer, 
Perbaikan Laptop/PC 

1 Unit, 5 Unit 10,000,000 
    

Penyediaan Jasa 
Perbaikan Peralatan 
Kerja 

Melonguane 
Perbaikan Printer, 
Perbaikan Laptop/PC 

1 Unit, 5 Unit 10,000,000 
  

        

Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

Melonguane Tersedianya ATK 61 Jenis  35,000,000 
    

Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

Melonguane Tersedianya ATK 61 Jenis  35,000,000 
  

        

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Melonguane 

Tersedianya Jasa 
Cetak Banner, Jilid 
Dokumen, Cetak Kartu 
Pegawai, Fotocopi 

6 Lbr, 316 
Dok, 25 Bh, 
25,000 lbr 

15,000,000 

    

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Melonguane 

Tersedianya Jasa 
Cetak Banner, Jilid 
Dokumen, Cetak Kartu 
Pegawai, Fotocopi 

6 Lbr, 316 
Dok, 25 Bh, 
25,000 lbr 

15,000,000 

  

        

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Gedung Kantor 

Melonguane Komponen Listrik 7 Jenis 11,669,000 

    

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Gedung Kantor 

Melonguane Komponen Listrik 7 Jenis 11,669,000 

  

        

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Melonguane 
Penyediaan Peralatan 
Kerja untuk Layanan 

36 Set 248,202,000 
    

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Melonguane 
Penyediaan Peralatan 
Kerja untuk Layanan 

36 Set 248,202,000 
  

        
Penyediaan Alat 
Rumah Tangga Melonguane 

Penyediaan Alat 
Rumah Tangga 

10 Set 
20,000,000     

Penyediaan Alat 
Rumah Tangga Melonguane 

Penyediaan Alat 
Rumah Tangga 

10 Set 
20,000,000   

        

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan Melonguane 

Penyediaan Buku 
Peraturan Perundang-
undangan 

10 Buah 

6,000,000     

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan Melonguane 

Penyediaan Buku 
Peraturan Perundang-
undangan 

10 Buah 

6,000,000   

        
Penyediaan Makanan 
dan Minuman Melonguane 

Penyediaan Makan 
Dos, Makan 
Prasmanan 

360 Dos, 600 
Org 44,000,000     

Penyediaan Makanan 
dan Minuman Melonguane 

Penyediaan Makan 
Dos, Makan 
Prasmanan 

360 Dos, 600 
Org 44,000,000   
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Rapat-Rapat Kordinasi 
dan Konsultasi ke Luar 
Daerah 

Melonguane Rapat-rapat Koordinasi 
dan konsultasi luar 
daerah 

24 OT 332,731,000 

    

Rapat-Rapat Kordinasi 
dan Konsultasi ke Luar 
Daerah 

Melonguane Rapat-rapat Koordinasi 
dan konsultasi luar 
daerah 

24 OT 332,731,000 

  

      

Peningkatan Disiplin dan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur           

Peningkatan Disiplin dan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur           

        

Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan Perundang-
undangan 

Jawa  
Sertifikasi Layanan 
PM/Perizinan/Umum 

15 sertifikat 197,202,000 

    

Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan Perundang-
undangan 

Jawa  
Sertifikasi Layanan 
PM/Perizinan/Umum 

15 sertifikat 197,202,000 

  

    

PROGRAM 
PENGEMBANGAN IKLIM 
PENANAMAN MODAL         

PROGRAM 
PENGEMBANGAN IKLIM 
PENANAMAN MODAL           

      

PEMBUATAN PETA 
POTENSI INVESTASI 
KABUPATEN/KOTA       

         
250,000,000  

  

PEMBUATAN PETA 
POTENSI INVESTASI 
KABUPATEN/KOTA       

     250,000,000  

  

        

Penyediaan Peta 
Potensi dan Peluang 
Usaha 
Kabupaten/Kota Talaud 

Pembuatan Peta 
Potensi 

1 Dokumen 
         
250,000,000  

    

Penyediaan Peta 
Potensi dan Peluang 
Usaha 
Kabupaten/Kota Talaud 

Pembuatan Peta 
Potensi 

1 Dokumen      250,000,000  

  

    
PROGRAM PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 

  
      

PROGRAM PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 

  
        

    

  

PENYELENGGARAAN 
PROMOSI PENANAMAN 
MODAL YANG MENJADI 
KEWENANGAN DAERAH 
KABUPATEN/ KOTA 

      
         
426,000,000  

  

PENYELENGGARAAN 
PROMOSI PENANAMAN 
MODAL YANG MENJADI 
KEWENANGAN DAERAH 
KABUPATEN/ KOTA 

           426,000,000  

  

        

Penyusunan Strategi 
Promosi Penanaman 
Modal 

Talaud 
Strategi Promosi 
Daerah 

1 Dokumen 
         
100,000,000  

    

Penyusunan Strategi 
Promosi Penanaman 
Modal 

Talaud 
Strategi Promosi 
Daerah 

1 Dokumen      100,000,000  

  

        

Pelaksanaan Kegiatan 
Promosi Penanaman 
Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

Dalam 
Negeri/luar 

Negeri 

Penyediaan jasa Iklan 
di TV dan Internet 

1 Bulan 
         
326,000,000  

    

Pelaksanaan Kegiatan 
Promosi Penanaman 
Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

Dalam 
Negeri/luar 

Negeri 

Penyediaan jasa Iklan 
di TV dan Internet 

1 Bulan      326,000,000  

  

    
PROGRAM PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL         

PROGRAM PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL           
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Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan Secara 
Terpadu Satu Pintu 
Dibidang Penanaman 
Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ Kota           

Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan Secara 
Terpadu Satu Pintu 
Dibidang Penanaman 
Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ Kota           

        

Penyediaan 
Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan 
Nonperizinan berbasis 
Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronik 

Talaud 
Setiap pelaku usaha 
memiliki NIB dan Izin 
Usaha 

100 
Dokumen 

350,000,000 

    

Penyediaan 
Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan 
Nonperizinan berbasis 
Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronik 

Talaud 
Setiap pelaku usaha 
memiliki NIB dan Izin 
Usaha 

100 
Dokumen 

350,000,000 

  

        

Pemantauan 
Pemenuhan Komitmen 
Perizinan dan 
Nonperizinan 
Penanaman Modal 

Talaud 
Terselenggaranya 
tugas TIM Tekhnis 
Perizinan dan Non 
Perizinan 

1 SK 

147,000,000     

Pemantauan 
Pemenuhan Komitmen 
Perizinan dan 
Nonperizinan 
Penanaman Modal 

Talaud 
Terselenggaranya 
tugas TIM Tekhnis 
Perizinan dan Non 
Perizinan 

1 SK 

147,000,000   

        

Penyediaan Layanan 
Konsultasi dan 
Pengelolaan 
Pengaduan 
Masyarakat terhadap 
Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan 
Nonperizinan 

Talaud 

Pelaksanaan Layanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan 

1 Kegiatan 102,798,000 

    

Penyediaan Layanan 
Konsultasi dan 
Pengelolaan 
Pengaduan 
Masyarakat terhadap 
Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan 
Nonperizinan 

Talaud 

Pelaksanaan Layanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan 

1 Kegiatan 102,798,000 

  

    

PROGRAM PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL       

  
PROGRAM PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL       

  

  

      

Pengelolaan Data dan 
Informasi Perizinan dan 
Nonperizinan yang 
Terintergrasi Pada 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota           

Pengelolaan Data dan 
Informasi Perizinan dan 
Nonperizinan yang 
Terintergrasi Pada 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota           

        

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemantauan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Talaud 
Pemantauan Layanan 
Perizinan 

1 Kegiatan 200,000,000 

    

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemantauan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Talaud 
Pemantauan Layanan 
Perizinan 

1 Kegiatan 200,000,000 

  

        

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pembinaan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Talaud 
Pembiaan  terhadap 
pelaku usaha 

1 Kegiatan 200,000,000 

    

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengawasan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Talaud 
Pembiaan  terhadap 
pelaku usaha 

1 Kegiatan 250,000,000 
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Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengawasan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Talaud 
Pengawasan Layanan 
Perizinan dan 
Penanaman Modal 

1 Kegiatan 250,000,000 

    

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemantauan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Talaud 
Pengawasan Layanan 
Perizinan dan 
Penanaman Modal 

1 Kegiatan 200,000,000 

  

    

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 
INFORMASI PENANAMAN 
MODAL 

  

      

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 
INFORMASI PENANAMAN 
MODAL           

      

Pengelolaan Data dan 
Informasi Perizinan dan 
Nonperizinan yang 
Terintergrasi Pada 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

        

Pengelolaan Data dan 
Informasi Perizinan dan 
Nonperizinan yang 
Terintergrasi Pada 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota           

        

Pengolahan, 
Penyajian dan 
Pemanfaatan Data 
dan Informasi 
Perizinan dan 
Nonperizinan berbasis 
Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronik 

Talaud 
Laporan Data 
Perizinan  

12 Dokumen 100,000,000     

Pengolahan, 
Penyajian dan 
Pemanfaatan Data 
dan Informasi 
Perizinan dan 
Nonperizinan berbasis 
Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronik 

Talaud 
Laporan Data 
Perizinan  

12 Dokumen 100,000,000 
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1.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud, 

pada tahun 2022, ada 5 (lima) Program utama yang direncanakan dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal terhadap dunia usaha 

dalam peningkatan perekonomian masyarakat untuk memperoleh identitas izin yng 

dinaungi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Namun dalam Program Kegiatan yang ada tidak mengalokasikan anggaran 

terhadap usulan program kegiatan kepada mayarakat.  
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BAB III 
 

TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM 
KEGIATAN 
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3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN tahun 2020-2024 

akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana 

pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan 

negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) 

yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, 

serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.   

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 

tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, 

dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia 

yang berkualitas dan berdaya saing. 

RPJMN tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi 

Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi 

ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus 

utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan 

publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 

disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020-2025.Visi RPJMN tahun 2020-2024 

yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi 

yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:  

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;  

2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 

3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 

4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 
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5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 

6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 

7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh 

Warga; 

8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi 

Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. 

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan 

misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut 

mencakup:  

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang 

dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung 

dengan kerjasama industri dan talenta global; 

2) Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk 

menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah 

akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat 

peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 

3) Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan 

pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undangundang yaitu UU 

Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM; 

4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan 

kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan 

eselonisasi; dan 

5) Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan 

SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai 

tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  

RPJPN tahun 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, serta Visi, Misi dan Arahan 

Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN tahun 2020–2024, yang 

selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Dalam hal ini, 

BKPM mendukung agenda pembangunan nomor 1 yaitu “Memperkuat Ketahanan 
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Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Peningkatan inovasi 

dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan 

merata. Terkait dengan hal ini, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh 

lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan 

pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya 

air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 

2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, 

energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.  

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 

(delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda 

pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 

dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan 

“Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing 

Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, 

Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi 

“Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi 

Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan 

melalui: 

1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;  

2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi 

kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim 

usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang 

PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan 

peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik; 

3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang 

kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan 

collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan 

keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, 

serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar 
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negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem 

perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan 

penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan 

ketenagakerjaan secara efektif; 

4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan 

5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui 

pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional. 

Sasaran pembangunan, arah kebijakan, indikator dan target nasional pada tahun 

2024 yang terkait dengan BKPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 3.1 

Sasaran Pembangunan, Arah Kebijakan, Indikator dan Target Nasional pada 
Tahun 2024 yang Terkait dengan BKPM 

Sasaran 
Pembangunan 

Arah Kebijakan Indikator Target 

2020 2022 2022 2023 2024 

Meningkatnya 
nilai tambah, 

lapangan kerja, 
investasi, ekspor, 
dan daya saing 
perekonomia 

Peningkatan 
nilai tambah, 

lapangan kerja, 
dan investasi di 
sektor riil dan 
industrialisasi 

Peringkat kemudahan 
berusaha di Indonesia 

(ranking EoDB)yang 
ditunjukkan antara lain 
dengan meningkatnya 
indikator memulai usaha:  

a. Jumlah prosedur  

b. waktu (hari) 

Menuju 40 Menuju 40 Menuju 40 Menuju 
40 

Menuju 40 

Nilai Realisasi PMA dan 
PMDN (Rp Triliun) 

886,0 991,3 1.128,3 1.294,1 1.500,0 

Kontribusi PMDN terhadap 
total realisasi PMA dan 
PMDN (%) 

47,4 47,8 48,3 48,8 49,5 

Nilai realisasi PMA dan 

PMDN industri pengolahan 
(Rp Triliun) 

246,3 316,3 422,2 573,2 782,0 

Kontribusi realisasi investasi 
luar Jawa(%) 

45,6 46,2 47,4 48,5 49,7 

Penerapan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektroni 

bertahap bertahap bertahap bertahap bertahap 

Sumber: Lampiran III dokumen RPJMN Tahun 2020-2024   

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan 

ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,7 – 6,0 persen per tahun, melalui 

peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga 
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kerja, dan peningkatankualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, 

Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi 

USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024. 

Arah Kebijakan Dan Strategi BKPM   

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas 

penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan 

memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama 

adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan 

kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 

 

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA TAHUN 2022 

Dalam menunjang arah kebijakan Nasional dan BKPM, Maka DPM-PTSP Kabupaten 

Kepulauan Talaud menetukan tujuan dan Sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan 

Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, maka Tujuan dan Sasaran DPM-PTSP 

pada tahun 2022 dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2022 tergambar 

pada  

TABEL  3.2 

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPM-PTSP 2022 
 

Indikator kinerja dan dan inkator sasaran pada DPM-PTSP Kabupatem Kepulauan talaud 

yang berdasar atas tujuan pembangunan daerah dan dan sesuai prioritas daerah untuk 

Mendorong dan Menjamin Iklim Investasi di Kabupaten Kepulauan Talaud direncanakan 

pada Tahun 2022 adalah sbb: 

No Tujuan Indikator 
tujuan 

Sasaran Indikator Kondisi 
awal 

(2021) 

Tahun 
2022 

1 Meningkatkan 
pertumbuhan 
investasi di 
kabupaten talaud 

(Rp) 
($) 
  

Meningkatkan 
kualitas promosi 
dan pemasaran 
potensi investasi 
di kabupaten 
kepulauan talaud 

Presentase viewer 
yang memberikan 
respon positif 
terhadap konten 
layanan promosi 
dan pemasaran 
potenbsi investasi 

10% 40% 
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3.3. PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2022 

Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi DPM-PTSP dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi 

Kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022, pada setiap bidang ada 5 

(lima) Program namun mengalami perubahan menjadi 3 Program saja yaitu: 

 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Kegiatan Administrasi Keuangan, terdiri dari sub kegiatan sbb: 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan sbb: 

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 

3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Kegiatan Administrasi Umum, terdiri dari sub kegiatan sbb: 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub 

kegiatan sbb: 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah, terdiri dari sub kegiatan sbb: 

      Terciptanya iklim 
investasi yang 
kondusif 

Presentase 
pertumbuhan izin 
yang diterbitkan 
tepat waktu 

90% 91% 

        Presentase 
penigkatan indeks 
kepuasan 
pelayanan kepada 
masyarakat (ikm) 

90% 92% 
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1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

 

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ Kota 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota 

3. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota, Dengan Sub Kegiatan : 

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 

3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 

 

Untuk melanjutkan kinerja yang berkesinambungan, maka diusulkan program kegiatan 

tahun 2023 terinci pada Tabel T-C. 33 di bawah ini: 
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Tabel T-C.33. 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 

dan Prakiraan Maju Tahun 2023 

Kabupaten Kepulauan Talaud          

Nama Perangkat Daerah : DPM-PTSP        
               

NOREK 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Rencana Tahun 2023 (Tahun 
Rencana 2022) 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju 
Rencana Tahun 2023 

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 
Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif  

2           

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG 
TIDAK BERKAITAN 
DENGAN 
PELAYANAN 
DASAR 

           3,441,102,460              5,420,672,613  

2 18         

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENANAMAN 
MODAL 

           3,441,102,460              5,420,672,613  

2 18 1       

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

           2,996,120,760              3,040,672,613  

2 18 1 2     
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

           2,460,237,110              2,565,672,613  

2 18 1 2     
Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Kab. 
Kepulauan 

Talaud, 
Melonguane, 
Melonguane 

24 Orang/bulan      2,460,237,110  

Dana 
Transfer 
Umum - 

Dana 
Alokasi 
Umum 

  24 Orang/bulan       2,565,672,613  

2 18 1 2     
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

             361,587,650                 150,000,000  
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2 18 1 2     

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Kab. 
Kepulauan 
Talaud, 
Melonguane, 
Melonguane 

2 Paket            7,190,350  

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 
Umum 

  2 Paket           10,000,000  

2 18 1 2     

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

Kab. 
Kepulauan 

Talaud, 
Melonguane, 

Semua 
Kelurahan 

2 Paket          48,590,700  

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

  2 Paket           50,000,000  

2 18 1 2     
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Kab. 
Kepulauan 

Talaud, 
Semua 

Kecamatan, 
Semua 

Kelurahan 

5 Paket          59,475,000  

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

  5 Paket           70,000,000  

2 18 1 2     
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

  2 Paket          25,019,600  

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 
Umum 

  2 Paket           20,000,000  

2 18 1 2     

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Semua 
Kab/Kota, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kelurahan 

2 Paket        221,312,000  

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

  2 Paket                        -    

2 18 1 2     

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

             174,296,000                 250,000,000  

2 18 1 2     

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 
Disediakan 

  3 Paket          29,396,000  

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

  3 Paket                        -    
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2 18 1 2     
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

Kab. 
Kepulauan 

Talaud, 
Melonguane, 

Semua 
Kelurahan 

12 Laporan        144,900,000  

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

  12 Laporan          250,000,000  

2 18 1 2     

Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

                           -                    75,000,000  

2 18 1 2     
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Terbayarnya Pajak 
kendaraan dinas 

  5 Unit          79,920,000  Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

  5 Unit           75,000,000  

         
Terpelihaanya Kendaraan 
dinas 

  1 Tahun     1 Tahun   

            
Tersedianya kebutuhan 
bahan bakar minyak untuk 
pejabat 

  12 Bulan     12 Bulan   

2 18 2       

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
IKLIM 
PENANAMAN 
MODAL 

  

Semua 
Kab/Kota, 

Semua 
Kecamatan, 

Semua 
Kelurahan 

                       -                   300,000,000  

2 18 2 2     
Pembuatan Peta 
Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

  

Kab. 
Kepulauan 

Talaud, 
Melonguane, 
Melonguane 

                       -                   300,000,000  

2 18 2 2     

Penyusunan 
Rencana Umum 
Penanaman Modal 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Peraturan Daerah 
(Perda) Rencana Umum 
Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

  1 Dokumen                      -    

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

  1 Dokumen           50,000,000  

2 18 2 2     

Penyediaan Peta 
Potensi dan 
Peluang Usaha 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Peta Potensi 
Investasi dan Peluang 
Usaha Kabupaten/Kota 

  1 Dokumen       1 Dokumen          250,000,000  

2 18 3       

PROGRAM 
PROMOSI 
PENANAMAN 
MODAL 

  

Kab. 
Kepulauan 

Talaud, 
Melonguane, 
Melonguane 

           50,650,000                 555,000,000  
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2 18 3 2     

Penyelenggaraan 
Promosi 
Penanaman Modal 
yang Menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

Kab. 
Kepulauan 
Talaud, 
Melonguane, 
Semua 
Kelurahan 

           50,650,000                 555,000,000  

2 18 3 2     
Penyusunan 
Strategi Promosi 
Penanaman Modal 

Jumlah Peraturan Daerah 
yang Mengatur Promosi 
Penanaman Modal 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

  1 Dokumen                      -    

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

  1 Dokumen           55,000,000  

2 18 3 2     

Pelaksanaan 
Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil 
Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota 

  2 Dokumen          50,650,000  

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 
Umum 

  2 Dokumen          500,000,000  

2 18 4       

PROGRAM 
PELAYANAN 
PENANAMAN 
MODAL 

  

Kab. 
Kepulauan 
Talaud, 
Melonguane, 
Semua 
Kelurahan 

         112,470,000              1,125,000,000  

2 18 4 2     

Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan Secara 
Terpadu Satu Pintu 
dibidang 
Penanaman Modal 
yang Menjadi 
Kewenangan 
Daerah Kabupaten/ 
Kota 

  

Kab. 
Kepulauan 

Talaud, 
Melonguane, 
Melonguane 

         112,470,000              1,125,000,000  

2 18 4 2     

Penyediaan 
Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan 
Nonperizinan 
Berbasis Sistem 
Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara 
Elektronik 

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Terpadu Perizinan dan 
Non Perizinan Berbasis 
Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara 
Elektronik 

Kab. 
Kepulauan 

Talaud, 
Melonguane, 
Melonguane 

100 Pelaku 
Usaha 

         61,170,000  

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 
Umum 

  
100 Pelaku 
Usaha 

         250,000,000  
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2 18 4 2     

Pemantauan 
Pemenuhan 
Komitmen Perizinan 
dan Non Perizinan 
Penanaman Modal 

Jumlah Kegiatan Usaha 
dari Pelaku Usaha yang 
Mendapat Pemantauan 
Pemenuhan Komitmen 
Perizinan Berusaha dan 
Non Perizinan Penanaman 
Modal 

Kab. 
Kepulauan 

Talaud, 
Semua 

Kecamatan, 
Semua 

Kelurahan 

50 Kegiatan 
usaha 

         51,300,000  

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 
Umum 

  
50 Kegiatan 
usaha 

         175,000,000  

2 18 4 2     

Penyediaan 
Layanan Konsultasi 
dan Pengelolaan 
Pengaduan 
Masyarakat 
Terhadap 
Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan Non 
Perizinan 

Jumlah Orang yang 
Memperoleh Layanan 
Konsultasi dan 
Terkelolanya Pengaduan 
Masyarakat Terhadap 
Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan Non 
Perizinan 

  100 Orang                      -    

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

  100 Orang          200,000,000  

2 18 4 2     

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penetapan 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif 
Daerah 

Jumlah Kegiatan Usaha 
dari Pelaku Usaha yang 
Melakukan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penetapan 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif Daerah 

  
50 Kegiatan 
Usaha 

                     -    

Dana 
Transfer 
Khusus-

Dana 
Alokasi 

Khusus Non 
Fisik 

  
50 Kegiatan 
Usaha 

         500,000,000  

2 18 5       

PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
PENANAMAN 
MODAL 

  

Kab. 
Kepulauan 
Talaud, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kelurahan 

         150,046,700                 400,000,000  

2 18 5 2     

Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 
yang Menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

Kab. 
Kepulauan 
Talaud, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kelurahan 

         150,046,700                 600,000,000  

2 18 5 2     

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemantauan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Jumlah Kegiatan Usaha 
dari Pelaku Usaha yang 
Melakukan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemantauan 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

Kab. 
Kepulauan 

Talaud, 
Semua 

Kecamatan, 
Semua 

Kelurahan 

50 Kegiatan 
Usaha 

         50,000,000  

Dana 
Transfer 
Khusus-

Dana 
Alokasi 

Khusus Non 
Fisik 

  
50 Kegiatan 
Usaha 

         200,000,000  

2 18 5 2     
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pembinaan 

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mendapatkan Pembinaan 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

  
100 Pelaku 
Usaha 

         50,041,700  

Dana 
Transfer 
Khusus-

Dana 

  
100 Pelaku 
Usaha 

         200,000,000  
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Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Alokasi 
Khusus Non 

Fisik 

2 18 5 2     

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengawasan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Jumlah Kegiatan Usaha 
dari Pelaku Usaha yang 
Melakukan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 

  
50 Kegiatan 
Usaha 

         50,005,000  

Dana 
Transfer 
Khusus-

Dana 
Alokasi 

Khusus Non 
Fisik 

  
50 Kegiatan 
Usaha 

         200,000,000  

2 18 6       

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DATA DAN 
SISTEM 
INFORMASI 
PENANAMAN 
MODAL 

  

Kab. 
Kepulauan 
Talaud, 
Melonguane, 
Semua 
Kelurahan 

           51,895,000                 150,000,000  

2 18 6 2     

Pengelolaan Data 
dan Informasi 
Perizinan dan Non 
Perizinan yang 
Terintegrasi pada 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

               51,895,000                 150,000,000  

2 18 6 2     

Pengolahan, 
Penyajian dan 
Pemanfaatan Data 
dan Informasi 
Perizinan dan Non 
Perizinan Berbasis 
Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara 
Elektronik 

Jumlah Data dan Informasi 
Perizinan dan Non 
Perizinan Berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik yang 
Diolah, Dikaji dan 
Dimanfaatkan 

  1 Dokumen          51,895,000  

Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

  1 Dokumen          150,000,000  
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BAB  IV 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Dalam mewujudkan kinerja organisasi seseuai dokumen perjanjian kinerja, maka berikut 

merupakan Rencana Kerja Aanngaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPM-PTSP) Tahun 2022, Rincian program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja adalah 

sbb: 
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BAB  V 
 

P E N U T U P 

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana 

Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020-2025. 

5.1. Kesimpulan 

Pencapaian Renca Kerja (Renja) DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 

2022 dalam realisasi fisik dan realisasi keuangan serta indikator program dan 

kegiatannya 5 indikator 5 (lima) program yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan. Namun perlu adanya evaluasi atas hasil capaian 

indikator tersebut melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya 

pemohon izin dan peningkatan kualitas kajian potensi dan peluang investasi agar 

menarik minat para investor menanamkan modal ataupun melakukan pelunasan bidang 

usaha di Sulawesi Utara. 

5.2. Saran 

Komitmen dan dukungan dari seluruh Sumber Daya Manusia d lingkungan DPM-

PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud sangat diperlukan dalam rangka menjamin 

terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut dan guna terwujudnya sinergitas kinerja 

semua pihak. Harapan kami semoga Renja Perubahan Tahun 2022 ini dapat dipedomani 

dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan 

secara efektif dan efisien serta mampu memberikan konstribusi positif untuk 

mewujudkan good governance dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten 

Kepulauan Talaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Melonguane,    Oktober 2022 
 

KEPALA DPM-PTSP 
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

 

 
JAKSON PARAPAGA, ST, ME 

PEMBINA TKT I 
NIP. 19750126 200212 1 005 
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